
 

 
 
 
 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
 

NOMOR 40 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
 
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus berjalan 

dengan baik, mencapai sasaran serta berkesinambungan, 
sehingga diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan 
pembangunan daerah tahunan yang dituangkan ke dalam 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015; 

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 disusun secara 
konkrit dan sistematis berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan 
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2015; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1622); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5209); 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Renacana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga 
Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 75); 
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20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 34); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-
2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 40); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 
Nomor 5) 

23. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 
2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 18); 

24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 
Nomor 54); 

 
 

 
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015. 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah  

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah. 

4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 
selanjutnya disingkat Perubahan RKPD, adalah Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2015. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Pasal 2 

 
(1) Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan, 
yang disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi RKPD 
tahun berjalan. 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, 
disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 
Bab I : Pendahuluan 

 
Bab II  : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 

2015 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
 

Bab III  
 
 
Bab IV 

: 
 
 
: 

Perubahan Rancangan Kerangka Ekonomi 
Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah 
 
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas 
Daerah Dalam Perubahan RKPD 
 

Bab V : Penutup 
 

(3) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam 
Perubahan RKPD menguraikan Program dan Kegiatan 
beserta indikasi pagu masing-masing program dan kegiatan 
yang dilaksanakan pada tahun 2015, yang diusulkan melalui 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-
APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015. 

 
 

Pasal 3 
 

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan 
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2015. 

 

 

Pasal 4 
 

Dalam hal Perubahan RKPD yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan 
Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD tentang 
Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2015, maka Pemerintah Provinsi menggunakan 
Program dan Kegiatan hasil Kesepakatan Bersama antara 
Pemerintah Provinsi dengan DPRD. 

 
 

 
 



6 

 
Pasal 5 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

 
 
 
 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal  14 Agustus 2015 
 
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 

 
HADI PRABOWO  

 
 
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal  14 Agustus 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 

 
SIUN JARIAS 

 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR  40 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

ttd 
 

AGUS RESKINOF 
NIP. 19601103 199303 1 003 


